BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 188.34-9911 Tahun 2016 tentang Pembatalan
Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten
Buton Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pembentukan Produk Hukum Daerah, beberapa
ketentuan Peraturan Daerah tersebut bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi dan kepentingan umum, sehingga perlu
dibatalkan;

bahwa  beberapa ketentuan  Peraturan  Daerah
Kabupaten Buton Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi dan kepentingan umum tidak sesuai
lagi dengan kondisi yang ada sehingga perlu dirubah;
bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum
Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

Menetapkan

dan
BUPATI BUTON UTARA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK
HUKUM DAERAH.

Pasall

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten
Buton Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 Nomor 7), diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 dihapus, angka 16 dan
angka 19 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai
berikut:

BAB 1
Ketentuan Umum
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Buton Utara.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah, yang
selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga
perwakilan rakyat daerah Kabupaten Buton Utara
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten, yang selanjutnya
disebut Perda adalah peraturan perundang-
undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan
persetujuan bersama Kepala Daerah.

Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya
disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Buton
Utara.

dihapus.

Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil
Ketua DPRD Kabupaten Buton Utara.

Peraturan @ DPRD adalah  peraturan yang
ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Buton
Utara.

Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD,
Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan
Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang
bersifat konkrit, individualdan final.

Program Pembentukan Perda adalah instrumen
perencanaan  program  pembentukan  Perda
Kabupaten yang disusun secara terencana,
terpadu, dan sistematis.

Badan Pembentukan Perda, adalah alat
kelengkapan DPRD Kabupaten Buton Utara yang
bersifat tetap dan dibentuk dalam rapat paripurna
DPRD.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah sekretariat, dinas, kantor,
dan badan di lingkungan pemerintah Kabupaten
Buton Utara.

Pimpinan SKPD adalah Pejabat Eselon II dan/atau
Eselon III di lingkungan pemerintah Kabupaten
Buton Utara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah
daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan Perda.
Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah
pembuatan peraturan perundang-undangan
daerah yang mencakup tahapan perencanaan,
penyusunan, pembahasan, pengesahan atau
penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
Produk Hukum Daerah adalah produk hukum
berbentuk peraturan meliputi perda atau nama
lainnya, Perkada, Peraturan DPRD dan berbentuk
keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah,
Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD,
dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.



17. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian
atau pengkajian hukum dan hasil penelitian
lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah
mengenai pengaturan masalah tersebut dalam
Rancangan Perda Kabupaten Buton Utara sebagai
solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan
hukum masyarakat.

18. Pengundangan adalah  penempatan produk
hukum daerah dalam Lembaran Daerah,
Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.

19. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian
terhadap Perda untuk mengetahui kesesuaian
dengan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau
kesusilaan.

20. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian
terhadap rancangan Perda dan rancangan Perkada
untuk mengetahui bertentangan dengan
kepentingan umum, dan/atau peraturan
perundang- undangan yang lebih tinggi.

21. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah
kebijakan yang menyebabkan terganggunya
kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya
akses terhadap pelayanan publik, terganggunya
ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya
kegiatan ekonomi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi
terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras,
antar golongan, dan gender.

. Ketentuan Pasal 3 huruf c dihapus, sehingga Pasal 3
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a
berbentuk :

a. Perda atau nama lainnya;

b. Perkada;

c. dihapus; dan

d. Peraturan DPRD

.Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni
ayat (4), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Kepala Daerah memerintahkan pimpinan SKPD
menyusun Program Pembentukan Perda di
lingkungan pemerintah daerah.

(2) Program Pembentukan Perda ditetapkan untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala
prioritas pembentukan Rancangan Perda.



(3)

(4)

Penyusunan dan penetapan Program
Pembentukan Perda dilakukan setiap tahun
sebelum penetapan Rancangan Perda tentang
APBD Kabupaten.

Penyusunan dan penetapan Program
Pembentukan Perda mempertimbangkan realisasi
Program Pembentukan Perda dengan Perda yang
ditetapkan setiap tahun dengan penambahan
paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari
jumlah rancangan Perda yang ditetapan pada
tahun sebelumnya.

4. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c dan huruf d
dihapus serta ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga
Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Dalam Program Pembentukan Perda di lingkungan

(2)

(3)

Pemerintah Daerah dan DPRD dapat dimuat

daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas :

a. akibat putusan Mahkamah Agung;

b. APBD;

c. dihapus;

d. dihapus.

Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Prolegda kabupaten dapat memuat daftar

kumulatif terbuka mengenai :

a. penataan kecamatan; dan

b. penataan desa.

Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Kepala

Daerah dapat mengajukan Rancangan Perda di

luar Program Pembentukan Perda :

a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan
konflik, atau bencana alam;

b. menindaklanuti kerja sama dengan pihak lain;

c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang
memastikan adanya urgensi atas suatu
Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama
Badan Pembentukan Perda dan bagian hukum
kabupaten.

d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi setelah Program
Pembentukan Perda ditetapkan.

5. Ketentuan Bagian Kedua Bab IV diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Penyusunan Perkada



6. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 42
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 42

Pimpinan SKPD menyusun rancangan produk
hukum daerah berbentuk Perkada sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.

Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan pembahasan oleh bagian hukum
kabupaten untuk harmonisasi dan sinkronisasi
dengan SKPD terkait.

7.Ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (4) diubah,
sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

(1)
(2)

(3)

(4)

Pasal 43

Kepala Daerah membentuk Tim Penyusunan

Perkada.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri

dari :

a. Ketua : Pimpinan SKPD pemrakarsa atau
pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah

b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Kabupaten

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

melaporkan perkembangan Rancangan Perkada

kepada Sekretaris Daerah.

8. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 44

Rancangan Perkada yang telah dibahas harus
mendapatkan paraf koordinasi kepala bagian
hukum kabupaten dan pimpinan SKPD terkait.
Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk,
mengajukan Rancangan Perkada yang telah
mendapat paraf koordinasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Daerah
melalui Sekretaris Daerah.

9. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 45
berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 45

Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan
dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan
Perkada yang telah diparaf  koordinasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).



(2)

(3)

(4)

Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikembalikan kepada pimpinan SKPD
pemrakarsa.

Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada
Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf
koordinasi kepala bagian hukum kabupaten dan
pimpinan SKPD terkait.

Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada
Kepala Daerah untuk ditandatangani.

10. Ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf c diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2)

Pasal 47

Materi muatan Peraturan DPRD tentang Kode
Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46
ayat (2) huruf b paling sedikit memuat :
a. pengertian kode etik;
b. tujuan kode etik;
c. pengaturan mengenai :
1. ketaatan dalam melaksanakan
sumpah /janji;
2. sikap dan perilaku anggota DPRD;
3. tata kerja anggota DPRD;
4. tata hubungan antar penyelenggara
pemerintahan daerah;
5. tata hubungan antar anggota DPRD;
6. tata hubungan antara anggota DPRD
dengan pihak lain;
7. penyampaian pendapat, tanggapan,
jawaban, dan sanggahan;
8. kewajiban anggota DPRD;
9. larangan bagi anggota DPRD;
10. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh
anggota DPRD;
11.sanksi dan mekanisme penjatuhan
sanksi; dan
12. rehabilitasi.

11. Ketentuan Pasal 59 ayat (1) diubah, sehingga
Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 59

Penandatanganan produk hukum daerah yang
bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b dilakukan
oleh Kepala Daerah.



12.

13.

14.

(2) Dalam hal Kepala Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara
atau  berhalangan tetap  penandatangan
dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana
harian atau penjabat Kepala Daerah.

(3) Penandatangan produk hukum daerah yang
bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf d dilakukan oleh Ketua
DPRD atau wakil Ketua DPRD.

Ketentuan Pasal 62 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
dihapus.

Ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf a diubah,
sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

(1) Penomoran Produk Hukum Daerah terhadap :

a. Perda, Perkada dan Keputusan Kepala Daerah
dilakukan oleh kepala bagian hukum
kabupaten; dan

b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD,
Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan
Badan Kehormatan dilakukan oleh Sekretaris
DPRD.

(2) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengaturan
menggunakan nomor bulat.

(3) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan
menggunakan nomor kode klasifikasi.

Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 70

(1) Perkada dan Peraturan DPRD yang telah
ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.

(2) Perkada dan Peraturan DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan
mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal
diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam
peraturan perundang-undangan yang
bersangkutan.

(3) Perkada dan Peraturan DPRD kabupaten yang
telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan kepada Gubernur untuk
dilakukan klarifikasi.



15.

16.

17.

18.

19.

Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 71

Sekretaris Daerah mengundangkan Perda, Perkada
dan Peraturan DPRD.

Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 72

Perda, Perkada dan Peraturan DPRD dimuat dalam
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Ketentuan Pasal 73 ayat (2) huruf a diubah,
sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

(1) Produk Hukum Daerah yang telah
ditandatangani dan diberi penomoran
selanjutnya dilakukan autentifikasi.

(2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh :

a. kepala bagian hukum kabupaten untuk
Perda, Perkada dan Keputusan Kepala
Daerah; dan

b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD,
Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan
DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan.

Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 75

Bupati menyampaikan Rancangan Perda kabupaten
tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD,
dan pertanggungjawaban APBD, pajak daerah,
retribusi daerah serta tata ruang daerah paling
lama 3 (tiga) hari setelah mendapat persetujuan
bersama dengan DPRD termasuk Rancangan
Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD atau
penjabaran perubahan APBD kepada Gubernur
untuk mendapatkan evaluasi.

Ketentuan Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) dihapus.



20. Ketentuan Pasal 91 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 91

(1) Permohonan pemberian Noreg rancangan Perda
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89,
disampaikan secara langsung dan/atau tidak
langsung.

(2) Permohonan pemberian Noreg rancangan Perda
ke biro hukum provinsi baik secara langsung
dan/atau tidak langsung dengan melampirkan:

a. surat hasil Fasilitasi;

b. hardcopy dan softcopy rancangan Perda
dengan format pdf yang telah di paraf
koordinasi oleh kepala bagian hukum
disetiap halaman; dan

c. Keputusan DPRD tentang persetujuan
bersama antara pemerintah daerah dan
DPRD.

(3) Dalam hal surat permohonan disampaikan
secara elektronik dapat disampaikan melalui
alamat surat elektronik resmi biro hukum
provinsi atau nama lainnya.

(4) Selain penyampaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), terhadap rancangan Perda
mengenai RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan
APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,
pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang
daerah, rencana pembangunan industri dan
pembentukan, penghapusan, penggabungan,
dan/atau perubahan status desa menjadi
kelurahan atau kelurahan menjadi desa
dilengkapi dengan keputusan gubernur tentang
Evaluasi rancangan Perda.

(5) Rancangan perda kabupaten yang telah diberikan
nomor register dikembalikan kepada bupati
untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.

(6) Rancangan perda sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) setelah diundangkan dilakukan
klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

21. Ketentuan Pasal 96 ayat (2) diubah, sehingga
Pasal 96 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

(1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan
dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah
Daerah.

(2) Penyebarluasan Perkada dan Keputusan Kepala
Daerah yang telah diundangkan dan/atau
diautentifikasi  dilakukan oleh  Pemerintah
Daerah.



22.

23.

(3) Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan
DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan
Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah
diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan
oleh DPRD.

Ketentuan Pasal 98 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4)
diubah, sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara
lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan
Perda, Perkada dan/atau Peraturan DPRD.

(2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan melalui :

a. rapat dengar pendapat umum,;
b. kunjungan kerja;

c. sosialisasi;

d. seminar, lokakarya, dan/atau
e. diskusi.

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan orang perseorangan atau kelompok
orang yang mempunyai Kkepentingan atas
substansi Rancangan Perda, Perkada dan/atau
Peraturan DPRD.

(4) Untuk  memudahkan masyarakat dalam
memberikan masukan secara lisan dan/atau
tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
setiap Rancangan Perda, Perkada dan/atau
Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan
mudah oleh masyarakat.

Ketentuan Pasal 99 ayat (4) diubah, sehingga
Pasal 99 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

(1) Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan
menggunakan jenis huruf Bookman Old Style
dengan huruf 12.

(2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda
khusus.

(3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut :
a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf,

yang diletakan pada halaman belakang
samping kiri bagian bawah; dan
b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.



(4) Penetapan nomor seri dan/atau  huruf
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan
ketentuan sebagai berikut :

a. Perda Kabupaten, Perkada, Keputusan
Bupati oleh Bagian Hukum atau nama
lainnya; dan

b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD,
Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan
Badan Kehormatan DPRD oleh Sekretaris
DPRD.

24. Di antara Pasal 99 dan Pasal 100 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 99A, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 99A

(1) Perda, Perkada, dan Keputusan Kepala Daerah,
Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan
Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan
Kehormatan DPRD kabupaten/kota
menggunakan kop lambang Negara pada
halaman pertama.

(2) Terhadap  Perda, peraturan bupati dan
keputusan bupati, penulisan nama provinsi
dicantumkan pada halaman pertama setelah
penulisan nama pejabat pembentuk.

25. Ketentuan Pasal 100 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 100

(1) Setiap tahapan pembentukan Perda, Perkada
dan Peraturan DPRD mengikutsertakan
perancang peraturan perundang-undangan.

(2) Selain perancang peraturan perundang-
undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tahapan pembentukan Perda, Perkada dan
Peraturan DPRD mengikutsertakan peneliti dan
tenaga ahli.

26. Ketentuan Pasal 101 ayat (1) diubah, sehingga
Pasal 99 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

(1) Pemerintah Daerah dan/atau DPRD dapat
mengkonsultasikan materi muatan dan teknik
penyusunan Perda, Perkada dan Peraturan
DPRD sebelum ditetapkan.

(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri
dan/atau Kementerian lainnya sesuai tugas
fungsi.



27. Ketentuan Huruf C Lampiran III dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 2019

BUPATI BUTON UTARA,

H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,

MUHAMMAD YASIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2019 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA PROVINSI
SULAWESI TENGGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH : (..../..../2019)



